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Menimbang . a

Mengingat

KEPALA DESA SURANADI,

bahwa untuk melestarikan nilai adat-istiadat tumbuh, berkembang
serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa
Suranadi, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah
untuk pemberdayaan dan pengembangan adat-istiadat;

bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan adat
istiadat yang merupakan aset budaya daerah maka untuk
melestarikannya memerlukan wadah dalam rangka pembinaan
dan pengembangan serta pemeliharaannya dalam bentuk
Lembaga Adat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Barat Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kemasyarakatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Lembaga Adat;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
an Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara
mor 165,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
eri Nomor 29 Tahun 2006 tentang

Peraturan Menteri Dalam Neg
yusunan Peraturan

Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Pen

Desa;
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Peraturan Menteri
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7 Tahun 2007 tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
i Nomor 53 Tahun 2011 tentang

. Peraturan Menteri Dalam Neger
pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 649);
turan Bupati Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang

. Pera
(Berita Daerah kabupaten

pedoman Alokasi Dana Bagi Desa

Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 9);
peraturan Desa Suranadi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran
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BAB i
KETENTUAN UNMUM

Pasall

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan

1. Desa adalah Desa Suranadi

2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Suranadi
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas—batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan berada di daerah,

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu yang

mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.

5. Adat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat yang dihayati dalam masyaraxat

desa.
Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai
peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah desa yang apabila dilanggar dikenakan

sanksi.



7.

10.

11.

12.

13.

Lembaga Adat
adalah Le
mbaga yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina

memberdayakan
» Melestar;j
keyakinan sosia| o rikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan
PERANEKT Lers B tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa '

aga Adat '
yang merupakan waki .adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat
Atribut adislans il dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat.

anda a :

Pemberdayaan o tau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat.

adalah .
mengembangkan ag semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan,

adat istiadat .

berlanjut. dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara

Pelestarian ad
alah upa .
Paya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang

dijaga secara berlanjut
Pengembangan
adal
ah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan

lembaga adat m
asyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan

peranannya dalam pembangunan
Pembina Lemb
aga Adat Desa adalah Pembina Lembaga Adat Desa yang diketuai oleh Kepala

Desa.
BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembentukan Lembaga Adat mempunyai maksud dan tujuan sebagai wadah pembinaan, pelestarian

dan pengembangan adat istiadat dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan

daerah guna menunjang kebudayaan nasional untuk terciptanya stabilitas yang mantap di desa dalam

bidang sosial, budaya dan agama untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.

1.

2,

BAB Il
LEMBAGA ADAT
Pasal 3

erdayaan masyarakat hukum adat dan adat istiadat Desa Suranadi dibentuk

Dalam rangka pemb
n koordinasi.

dat sebagai sarana komunikasi da

Lembaga A
Desa Suranadi.

Lembaga Adat berkedudukan di



Pasal A

Pengurus Ltembaga Adat Des
a disebut Pemangku Adat yang merupakan tokoh masyarakat yang herasal

o ] L 1
arl pe Y Wt De LA Suranac
Pasal

1. Pemangku Adat terdirl atas -
L I
a Ketua merangkap angpota;
b. Sckretarls merangkap angpota; dan

Cc. anggota.
cara musyawarah mufakat.

2. Ketua dan sckret:
retarls Pemangku Adat dipilih oleh dan darl anggota s€
paling sedikit 5 (lima)

3, Jumlah Pemangk : ;
pku Adat sama dengan jumlah dusun dalam Desa Suranadi

orang.
alam desa.

4. Pengajua ;
gajuan Pemangku Adat dilakukan secara musyawarah dari masingmasing dusun d
Pasal 6

Kepengurusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa.

Pasal 7
berikutnya

Masa bhakti Pemangku Adat adalah 5 (lima) tahun dan dapat diajukan kembali untuk periode

sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan secara musyawarah.

Pasal 8

pemangku Adat diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 9

gas melakukan pembinaan, pelestarian, penggalian dan pengembar

pemangku Adat mempunyai tu
ukum adat.

Adat Istiadat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat h



Lembaga A

hidup d2

1.

pasal 10
an pemh-vda jaan adat istiadal yang

dat berfun >
gst sebagai wadah pembinaan, pelestarian d

n berkembang pada masyarakat setempat,

pasal 11

pemangku Adat berwenang :
menyele
yelenggarakan rapat dan musyawarah Lembaga Adat;
yah kerjanya;

menyelesai )
¥ kan urusan adat istiadat masyarakat diwila

rhadap pelaksanaan adat istiadat;
hidup, tum

a.
b.
c. melakukan pengawasan te

rkembang

puh dan be

d. menghi
ghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang

dalam masyarakat hukum adat;

yarakat dalam pemberda

e. menampung dan menyalurkan aspirasi mas
f.  memberikan sanksi adat kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat;
g. mewakili dan bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun didalam pengadilan;
h. mengatur tatakrama pergaulan pemuda dan pemudi;
i menyusun Peraturan Adat sesuai dengan adat istiadat setempat;
j. 'membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan Kecamatan dan pemerintahan
desa; dan
an kerjasama antar Lembaga Adat atau Lembaga Adat lainnya.
da ayat (1) huruf i dan huruf §,

k. melaksanak
sebagaimana tersebut pa

Dalam melaksanakan wewenang
ikan kepada Camat.

disampaikan kepada Kepala Desa dan dikonsultas

pasal 12

ya, pemangku Adat menyusun

fungsi dan wewenangn

Guna kelancaran penye|enggaraan tugas,

tata tertib Lembaga Adat.
maksud pada ayat

ompilasi adat istiadat

peraturan
(1), berpedoman pada k

Tata tertib sebagaimana di

Kabupaten dan/atau desa;

pasal 13

estarian dan pengembangan adat istiadat dalam desa, ditunjuk dan

Guna menunjang pel

diangkat Ketua pemuda.



2. Ketua Pemuda sebagaimana dimaksud pada
a

yYat (1), dia :
Adat dalam mwusyawarah bersama (1), diangkat secara langsung oleh Pemangku

BAB v
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14
Lembaga Ad

at berhak menerim
a bantuan atay sumbangan dari Instansi Pemerintah/swasta dan pihak
ketiga yans tidak mengikat.

Pasal 15

tembaga Adat mempunyai kewajiban :

a. membantu kelancaran pPenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan

masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat.

b. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam

rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI
SEKRETARIAT
Pasal 16

1. Guna membantu kelancaran tugas Pemangku Adat dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh
Kepala Sekretariat dan dibantu oleh beberapa orang staf Sekretariat.
2. Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat Lembaga Adat diangkat oleh Ketua Pemangku Adat.

Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan
Lembaga Adat.
Pasal 17

Adat mempunyai tugas dalam urusan ketatausahaan dan urusan keuangan.
ga

. kretariat Lemba
. ekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung

2. Dalam melaksanakan tugasnya )

jawab kepada pemangku Adat.



BAB VII
HUBUNGAN DAN TATA KERJA
Pasal 18

Hubungan kerja antara
Pema
koordinatif da ngku Adat dengan Camat dan Ke ala desa bersifat kemitraan
n konsultatif P ’
Hubungan kerja anta
ra Pem
angku Adat dengan Pembina Adat Desa diterapkan prinsip

kooordinasi, integrasi dan sinkronisasi

BAB VI
PAK
AIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT MARGA
Pasal 19

Kepada Peman ku Ad A
B at Desa diberikan pakaian adat berikut atributnya yang terdiri dari:

a. tanda Pemangku Adat;

b. penutup kepala.

enai i . :
ai pakaian adat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut

Ketentuan meng

dengan Peraturan Kepala Desa.
t sesual

am hal penggunaan pakaian adat, Pemangku Adat dapat menambahkan atribu

Dal
dengan ciri khas kewilayahan masingmasing.
BAB IX
KEUANGAN
pasal 20

erintah Kabupaten, bantuan pPemerintah

yang tidak mengikat.
al dan biaya

ga Adat berasal dari Pem
n bantuan pihak ketiga lainnya
sikan untuk biaya operasion

sumber keuangan Lemba
an pemerintah pusat da

Propinsi, bantu
an sebagaimana dimaksud ayat (1) dialoka

Keuang

Sekretariat.
ekretariat.

Adat dilakukan oleh S

Pengelolaan keuangan Lembaga
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BAB x

Y

P MBINAAN DAN PE NGAWASAN
Pasal 21

 mbinaan dan pengawa .
e Bawasan terhadap Lembaga Adat dilakukan oleh p
2 le emerintah Kecamatan

intah Kabupaten da Pembin
pemeunl 1 n INa Lembaga A
4 dat Suranadi.

pel"b“ g san Sebaga”“ana (’”nak \
SUd afa l a‘)a t'er“ a me ran
p< e

2.
pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi
berwewenan
3. camat 8 membatalkan Peraturan Adat yang ditetapkan Lembaga adat apabiia
pertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
alan sebagaima i BB
4. pembat 8 na dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Camat setelah

dikaji oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombopk Barat dan bersifat final.

BAB XI
SANKSI
Pasal 22

pelanggaran terhadap ketentuan adat dikenakan sanksi adat berdasarkan hasil rapat dan musyawarah

Pemangku Adat.
BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

ga Adat yang ada tetap diakui keberadaannya sepanjang

akunya Peraturan Desa ini, Lemba

pada saat berl
uran Desa ini.

tidak bertentangan dengan Perat

BAB Xlil
KETENTUAN PENUTUP
pasal 24

. . i peraturan Kepala Desa.
Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dengan
-hal yang belum di



Ditetapkan di Suranadi
pada tanggal, 15 Juni 2019
Kepaﬂ[a/ Desa Suranfd

(f‘/’“ %




